
SALIITAN
I

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 8L / PL.o2.3-Wt/ 3218 / Ka.b / rx / 2O2o

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN

TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 | ayat (4)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2Ol7

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun

2O2O tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,

Mengingat

Tambahan

1

I
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Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523fl;

2. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2Ol2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 23O, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9al;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor L

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (I-embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 193, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 65a71;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 182, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kery'a Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Organisasi
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Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota:'

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2Ol7

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 826). sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 9 Tahun 2O2O tentang Perubahan Keempat

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 980);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2OL9

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O2O

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Keda Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang

Tahapan. . .
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Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraa.n pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

61s);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corano Viru.s Disease 2OL9 (COVID-|9\

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 716)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Vints Disea,se

20tg (COVID\9) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 1068);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.O2-

Kpt/ 0 L / KPU /Yl / 2O2O tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak lanjutan Tahun 2O2O;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3941PL.02.2-

Kpt/O6lKPU lVlIl/2O2O tentang Pedoman Teknis

Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen

Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut

Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 227 /PL.OL.7-

Kpt/3218 /Kab /V /2019 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan

Umum. . .
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Umum Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

Kabupaten Pangandaran Tahun 2}lg sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangandaran Nomor : 228/PL.OL.T-

Kpt/3218/KPU-Kab/V /2019 tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 227 /PL.OL.7-
Kptl 3218 /Kab /V I 2OL9 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungtrn Perolehan Suara Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pangandaran Tahun 2Ol9;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 23O /PL.O1.7-Kpt /Kab/V\/2019
tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2Ol91'

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 236 / PL. 0 1 . S-Kpt / KPU -Kab I X / 20 19

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.OL.2-

Kptl 3218/Kab/Yll 2O2O tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 236 /PL.01.5-Kpt/KPU-Kab lX/2O19
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O ;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 239 /HK.O3. l-Kptl3218/KPU-

Kab /X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal

Dukungan Bagr Pasangan Calon yang Diusulkan oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020;

16. Keputusan
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16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 /PL.O2-Kpt/ 3218/Kab/VI/2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 75.1/PL.O2.2-

Kpt/3218 /Kab /VIII / 2O2O tentang Pedoman Teknis

Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O dalam Kondisi

Bencanan Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9);

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nom or 7 9 / PL. 02. 3-Kpt I 32 I 8 I Kab I lX I 2O2O

tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor Ll9 IBA/ 3218 /Kab /lX I 2O2O tentang

Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMIST PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT

DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran

Tahun 2O2O sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon yang ditetapkan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan

untuk mencetak surat suara, keperluan kampanye dan

dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada Hari

Pemungutan Suara.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KETIGA

Ditetapkan. .
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN
b

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 24 September 2O2O

KETUA KOMTSI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN PANGANDARAN

NOMOR 8t / PL.O2.3-Kpt/32 rS / Kab / Ix / 2o2O

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAF"TAR

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN

TAHUN 2O2O

NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

Salinan sesuai dengan aslinya
S KOMISI PEMILIHAN UMUM

GANDARAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 24 September 2O2O

ttd

Nomor Urut

Pasangan

Calon

Daftar Nama Pasangan Calon

Bupati Wakil Bupati
Partai Politik

Pengusul

1 2 3

1
H. Jeje Wiradinata

H. Ujang Endin
Indrawan, S.H.

1. PDI Peduangan
2. Par1at Gerindra
3. Partai Keadilan

Sejahtera
4. Partai Perindo
5. Partai Persatuan

Pembangunan
6. Partai Amanat

Nasional

2
H. Adang Hadari

i'' ', - I
H. Supratman, S.AP

1. Partai
Golongan Karya

2. Partar
Kebangkitan
Bangsa

Imam u

Hukum,

MUHTADIN

I
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